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PENDAHULUAN sesuai dengan perundangan yang 
Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 
1999 tentang Pernerintahan Daerah 
diberikan kewenangan kepada kabupatenl 
kota untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat di daerah 
tersebut menurut prakarsa sendiri dengan 
rnemperhatikan aspirasi masyarakat 
berleku. Undang-undang tersebut 
membawa dampak yang luas terhadap 
pelaksanaan tugas dan wewenang pihak 
penyelenggara pemerintah kebupatenl 
kota baik pihak eksekutif maupun 
legislatif. Eksekutif sebagai pelaksana 
kebiiakan rnerniliki tugas dan wewenang 
yang semakin besar sedangkan legisiatif 
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ai model pe 
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dituntut memperketat pengawasan 
pelaksanaan kebijakan oleh para 
eksek 
P 1 UU No. 2: 
&tin& mgan PP 1 
2000 yang paoa 8ab II pasal L rnernyatur 
tugas dan wewenang de! s i  
bidang kesehatan pada dac si 
selaku daerah otonom. Selanjufnya surat 
Edaran Menteri Kesehatan No. 110' 
MenkeslEN1112000 mengatur tugas da 
wewenang dekonsentrasi bidan 
kesehatan pada daerah provinsi sebagai 
wilayah administrasi dan daerah 
kabupatenkota sebagai daerah otonom. 
Sebagaimana yang digariskan dalam UU 
No. 2: 
2000, 
bidang resenaran oaeran menoaparran 
tugas 4 ang yang sangat besa 
D asi bidang kesehata 
dimaksudkan untuk lebih mengoptima 
kan pembangunan bidang kesehatan 
dengan cara lebih mendekatkan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Dengan sisiein dasentralist~k diharapkan 
program pernbangunan kesehatan lebih 
efektif dan efisien sarta menyentuh 




kesehatan oi lnaonesla yam pemaangunan 
kesehatan yang mengutamakan upaya- 
upaya promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif (Depkes. 2001). 
Walau demikian, kebarhasllan 
pelaksanaan desentralisasi kesehatan 

















;a dan vi 
I kesehal 
. A,-. -A 
terganiung pada kesiapan daerah untuk 
dapat menerapkannya. Berdasarkan 
si dan kev yang dimiliki 
rpatenlkoi si dan rnisi 
bangunan tan menuju 
lnvonesia Sehac LV IV, a ~ a  tiga elemen 
masyarakat pokok di daerah dituntut 
kesiapannya dalam memahami hakekat 
dan tujuan desentralisasi kesehatan 
lgga pelaksanaannyadi daerah dapat 
Ian sesuai dengan harapan. Ketiga 
en tersebut adalah Dinas Kesehatan. 
DPRD dan masyarakat. Ketiga elemen 
ini dalam persiapan pelaksanaan 
desentralisasi perlu menetapkan 
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KOIBJ olrenrunan olen Delaru oalam slsram 
an1 
as. 
usi pelayanan kesehatan lainnya, 
institusi pelayanan kesehatan swasta. 
lembaga eksekutif, leg!slatif. lintas sektor. 
dan masyarakat penerima pelayanan. 
Karena penerapan desentralisasi sekfor 
kesehatan, selain mengacu kepada yakni 
UU No. Ztahun 1999 tentang Perneritahan 
Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang 
Dan: 3h, 
PP I an 
Pusa da 
UU hro. 23 tanun I Y Y ~  tentang Kesenatan 
dan SK Menkes dan Kesos No. 1747 
tahun 2000 tentang Standar Pelayanan 
Minimal kabupatenikota, yang menyebabkan 
pelaku sistem kesehatan daerah harus 
memperhatikan peningkatan kinerja 
3 Perimbar 
qo. 25 tah 
t dan Prov 
. -- . 
lgan Pusat 
u n  2000 1 






Kaiian Kemamp~a!: Sumber Daya Manusia Kesehalan (Soemartono'm 
sistem, yaitu peningkatan mutu, efisiensi, 
dan pemerataan (keadilan). 
Tantangan yang paling kompleks 
dan sangat urgen sebagai bagian yang 
mendukung teriaksananya penerapan 
otonomi daerah adalah aspek kemarnpuan 
sumber daya manusia (SDM), dan sistem 
penempatan, rekruitmen atau mutasi 
dalam rangka pengembangan sumber 
daya manusia tersebut. Hasil penelitian 
Gilsons (1994) menunjukkan bahwa 
secara politis otonomi daerah dapat cepat 
dilakukan, namun secara praktis perlu 
perubahan yang incremental, khususnya 
daiam pengembangan sumber daya 
manusia yang terlibat didalamnya. 
Demikian pula menurut Prud'Homme & 
Mc Lure (1995) bahwa dalam keadaan 
otonomi daerah diperlukan berbagai 
keterampilan barn. Tanpa ada keterampilan- 
keterampilan ini aplikasi otonomi daerah 
mungkin tidak dapat dilakukan dan  just^ 
membahayakan lembaga. Keterampilan 
baru dan sistem penempatan, rekruitmen 
serta mutasi tenaga iniiah yang memicu 
pettanyaan mengenai kebutuhan pelatihan 
dan kecakapan manajemen bagi para 
pimpinan lembaga pelayanan kesehatan. 
Beberapa ha1 menarik yang terkait 
dengan diberlakukannya otonomi daerah 
(otoda) khususnya dalam pelaksanaan 
desentraiisasi kesehatan yaiiu: 
1. Adanya otoda cende~ng membawa 
lembaga seperii RS, Puskesmas 
termasuk Bapelkes ke arah enter- 
preneurship (Mills dkk, 1989). 
Sementara itu untuk Dinas 
Kesehatan Kabupatenlkota akan 
cenderung menjadi iembaga birokrat 
yang harus memahami good 
governance atau kemungkinan 
menjadi holding company dari 
puskesmas-puskernas dan berbagai 
iembaga pelayanan kesehatan 
iainnya. 
2. Dari point periama di atas terlihat 
bahwa adanya kemungkinan 
perubahan ke arah dua kutub yang 
berbeda, yaitu kutub birokrasi dan 
kutub lembaga usaha dan masing- 
masing mempunyai kultur yang 
berbeda. Bila kondisi ini tidak 
dipahami oieh para pimpinan 
lembaga kesehatan di daerah 
khususnya, akandapat mengacaukan 
hubungan antar dan inter lembaga. 
Keadaan di at€ ckan bahwa 
peningkatan ketera kecakapan 




mengelola perubahan (management 
change) dan mengelola aspek sosial. 
budaya dan politik organisasi. Dengan 
memiliki sumber daya manusia yang 
mempunyai keterampilan sebagaimana 
disebutkan diagram di bawah ini 
(garnbar I ) ,  dan ditunjang dengan sistem 
penempatan, rek rta mutasi 
sumber daya m iharapkan 
optimalisasi dari ki ~isasi dapat 
tercapai. 
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r 1. Keterampiian sumber daya 
manusia yang dibutuhkan dalam 
ientralisasi kesehatan era dm 
>lam men 
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D; lerampilan 
menciptanan suatu usana, mengelola 
perubahan dalam institusi atau mengelola 
aspek sosial politik budaya masyarakat 
sekitar institusi maka para pemimpin 
di daerah kabupatenlkota haruslal 
mempunyai bekal yang cukup tingg 
dalam aspek kepemimpinan, entre 
ianajerial yang handal. 
entang sumber daya 
era desentralisasi 
nrsertacan uarl penelitian Pumani, dkk., 
di Kab t 
(2001 I 




terampil dan berkuaiitas rendah, kualitas 
sumber daya manusia yang ada belum 
sesuaidengan tugasdan kewenangannya, 
kemudian hanya ada satu orang S1 
Manajemen dari 14 puskesmas yang ada. 
Hasil penelitian Choiis, dkk., 
di Kabupaten Malang dan Pasuruan 
(2001) menunjukkan adanya kebutuhan 
pelatihan Manajemen khususnya 
si pelayar 
an manajel 
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manajemc 
perencanaan, penganggaran dan 
keinginan Puskesmas untuk me- 
rencanakan sendiri sumber daya 
manusia yang dibutuhkan. Kajian tentang 
desentralisasi oleh Laksono pada tahun 
2000 menemukan kebutuhan akan 
perubahan cara pandang dalam bekerja, 
kebutuhan keterampilan mengelola 
sumber daya manusia, kebutuhan 
keter; itrategik dan 
kebul 3n 
perub 
Tentang aspen nepemimpinan 
(leadership), dalam kajian tentang 
desentraiisasi oleh Laksono tahun 2000, 
manlrnjukkan adanya kebutuhan 
mpuan persuatif dan komunikasi 
~ n a l ,  kebutuhan keterampilan 
jalangan komitmen dan tim building 
serta kebutul tn 
kepribadian p i r  3n 
tentang kema~ l a  
manusia dalam aspeK Kewlrausanaan 
(entrepreneur) oleh Pumani. dkk., (2001) 
menemukan bahwa sebagian besar 
institusi kesehatan menjawab perlu jiwa 
kewirausahaan dan oleh Laksono (2000) 
menemukan adanya kebutuhan 
keterampilan negosiasi dan lobbi dan 
kebutuhan keterampilan pemasaran. 
Dari data yang disebutkan di atas 
terlihat bahwa masalah mendasar 
berkaitan dengan kemampuan manajerial. 
kepemimpinan 'ip 
adalah belum tc 3n 
SDM yang memillno nruya aspan larsauut. 
Menurut Geoffrey etal, (1984) yang 








Kalian Kemampuan Sunrber Daya Manusia Kesehatan (Soernartonoj 
usahaan (Enterpreunership) adalah kesehatandaerah kabupatenlkota dalam 
kemampuan seseorang untuk melihat pelaksanaan desentralisasi kesehatan di 
dan menilai kesempatan-kesempatan. era otonomi daerah. 
berorientasi pada tindakan dan hasii, 
berani mengambil resiko dalam mengejar Tujuan Khusus 
tujuannya, ketidaktergantungandan 
berwatak optimistik serta mudah bergaul 
dengan orang lain dengan berpandangan 
secara perseptif. Kemampuan 
kepemimpinan (Leadership) adalah 
kemampuan untuk mempengaruhi, 
menggerakkan, dan mengarahkan suatu 
tindakan pada diri seseorang atau 
sekelompok orang untuk mencapai tujuan 
tertentu pada situasi tertentu (Abisujak, 
1990; James J. Cribbin. 1981). Sedangkan 
kemampuan mar adalah 
kemampuan seseorar engelola 
suatu organisasi/institus~ DalK aari input 
ataupun prosesnya dengan segala 
bentuk konflik dan perubahan dalam 
organisasi tersebut (Liz Clare. 1999; Hani 
Handoko, 1984). 
Kajian ini dilaksanakan untuk 
mempelajari sampai berapa jauh 
kemampuan manajerial, kepemimpinan 
dan entre, rpenuhi 
sebagai k g harus 
dimiliki, khususnya avtv~ nesenatan. 
iajerial 
ig dalam m, 
. . .  .. . 
ip telah te 
SDM yan! 
,...-L- 
Dalam kajian ini akan dipelajari 
sampai berapa jauh: 
1. Kemampuan entrepreneurship 
sumber daya rnanusia lembaga 
kesehatan dalam menciptakan 
usaha meliputi keberanian mengambil 
resiko, optimisme, pemasaran, 
orientasi hasii dan tugas serta 
negosiasi-lobbi. 
2. Kemampuan kepemimpinan 
(leadership) sumber daya manusia 
iembaga kesehatan dalam 
mengelola suatu perubahan dalam 
institusi dan mengelola aspek sosial 
politik dan budaya masyarakat 
(suportif, direktif, partisipatif dan 
orienlasi prestasi) 
3. Kemampuan pelaksanaan 
Manajemen Strategik yang di- 
aplikasikan ke dalam rencana 
strategik dengan variabel: perurnusan 
visi-misi-tujuan, kajian faktor 
eksternal dan internal lembaga, isu 
strategiklpengembangan, strategi 
umum, bisnis dan fungsional, 
TUJUAN DAN MANFAAT penerapan strategi dan rencana 
pelaksanaan), Manajemen Perubahan Tuiuan Umum (penanganan perubahan reaktif dan 
Mempelajari sampai berapa jauh proaktif) dan Manaiemen Konfiik 
kemampuan Sumber Daya Manusia yaitu bentuk manajemen konflik 
dalam rangka mengembangkan Sumber (stimulasi/penekanan/penyelesaian) 
Daya Manusia menuju suatu polalsistem dan metode yang digunakan. 
jtrrn K3ssna1.n - Voi 5 Nn I .ii:l>r i;!O3 1.17 
Manfaat 
Hasil kajian diharapakan dapat 
bermanfaat untuk: 
1. Pemerintah Daerah: yaitu membantu 
daerah untuk mengembangkan 
sistem kesehatan kabupatenlkota 
dengan sernangat otoda namun 
tetap tidak melupakan tujuan 
sistem pelayanan normatif 
kesehatan 
Sektor Kes~ 2. .hatan: yaitu memberikan 
masuKan kepada Depkes dan 
pengambil kebijakan lainnya tentang 
desentralisasi sektor kesehatan 
3. lnstitusi Penelitian: mengembangkan 
penelitian dalam ha1 ini desentralisasi 
kesehatan yang bersifat Client 













Penelitian ini adalah penelitian 
eksploratif dengan melakukan analisis 




kabupatenlkota dalarn pelaksanaan 
desentralisasi kesehatan di era otonomi 
daerah. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten 
Lombok Barat dan Kabupaten Lombok 
Timur di provinsi Nusa Tenggara Baral. 
Di tiap kabupatenlkota dipil~h sebagai 
responden adalah SDM di Dinas 
Kesehatan. 2 (dua) Puskesrnas. Rumah 
Sakit Umum kabupatenikola. 
Tabel 1. Responden sebagai sasaran 
penelitian di kabupalen Lombok 
Barat dan Lombok Timur, provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Tahun 2002 
Tingkat Responden 
Kesehatan + Ka TU 8, 
Ka Subdin dan 
Direktur Rumah Sakit 
+ WadirlSi Pelayanan 
Medis 8 Perawatan + 
I pengamal 
sebenarnl 
3pan dan 1; 
tan data ss 
la  dilakuk, 










Data dik :ara 




yang pertarna. Langkahnya adalah 
sebagai berikut. 
a. Tahap I (tahun perlama): Analisis 
situasi pada kornponen sumber daya 
manusia meliputi aspek kemampuan 
dalam manajerial, kepemimpinan 
dan entrepreneurship dengan 
In alternatif solusi dalam 
atu poialsistem kesehatan 
abupatenfKota). 
b. ellap II (~ahun kedua): lmplementasi 
alternatif solusi 
c. Tahap Ill (tahun ketiga): Monitoring 
dan evaluasi dari implementasi 
altematif solusi. 
HASlL DAN PEMBAHASAN 
Analisis dilakukan terhadap angket 
yang diisi oleh 35 responden di Dinas 
Kaj~an Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Soernartonoj 
Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah sakit 
di daerah penelitian. Analisis dilakukan 
juga terhadap dokumen rencana strategis 
institusi dan membandingkannya dengan 
normatif yang dibuat oleh tim peneliti. 
Karakteristik Responden 
Karakteristik responden (tabel 2) 
menunjukkan bahwa 65.7% responden 
ber jen is  ke lamin lak i - lak i .  45.7% 
Tabel 2 Tabulasi frekuensi distribusi 
karakteristik responden di provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Tahun 2002 
berpendidikan S1 dan 91,4% berusia 
2 30 tahun serta belum pernah 
mendapatkan pendidikan atau pelatihan 
administratif/penjenjangan seperti Adum. 







Leadership dan Manajerial 
Secara keseluruhan, gambaran 
kemampuan entrepreneurship, leadar- 
ship dan manajerial terlihat dalam tabel 
3 yaitu 51,4% responden mempunyai 
kemampuan entrepreneurship yang 
kurang. demikian pula 62.9% responden 
mempunyai kemampuan leadership 











- 30 tahun 
- z 30 tahun 
Pemahhidak diklat: 
- Pemah dacat diklat 
penjenjangan 
- Belum Dstnah diklat 
penjenjangan 
Tabel 3. Tabulasi frekuensi kemampuan 
leadership. entrepreneurship dan 
manajerial responden di provinsi 
Nusa Tenggara Barat, Tahun 2002 
Varlabel kuensl 
- Baik 
- Kurang 51.4 
- Baik 45.7 
-Missing 2.9 
- Sangat Kurang 14.3 
- Kurang 






















bahwa kemampuan entrepreneurship 
dalam pemasaran dari 77.1% responden 
masih kurang; juga 85.8% responden 
memiliki tingkat optimisme (rasa percaya 
diri) yang kurang demikian pula 74,3% 
responden kemampuan berorientasi 
pada hasil dan tugas masih kurang dan dari 57.1% responden ternyata baik. 
ternyata kemampuan untuk berani Sedangkan kemampuan memberi 
mengambil resiko sebanyak 71,4% motivasi (suportif) dari 80% responden 
responden masih kurang. Tetapi ternyata masih kurang demikian juga kemampuan 
ada60%respondenmemilikikemampuan berorientasi prestatif dari 65.7% 
lobi dan negosiasi yang baik. responden. 
Tabel 4. Tabulast frekuensi bebelapa Tabel J. frekuensi beberapa 
komponen entrepreneurship komponen leadenhipdari responden 












~ n f l i k  
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Jika kemudian dilihat pada 
kemampuan utama 
pada kompon bahan 
dan meng maka 
gambarannya mudlarm a I ,.*m responden 
mempunyai kemampuan rnengeiola 
Bila dilihat kOm~Onen kemampuan perubahan yang baik, sedangkan 91.5% 
leadership, maka terlihat dalam tabel 5, responden mempunyai kemampuan 
bahwa kemampuan member1 arahan mengelola konflik yang masih kurang. 
(direktif) dari 54.3% responden dan (tabe[ 6). 
































Kajcan Kemampuan Sumber Oaya Manusia Kesehatan (Soemartonol 
Tabel 6. Tabulasi frekuensi beberapa manajemen pembahan dan manajemen 
kOrnponen manajerial konflik. Terlihat bahwa 83,4% responden di provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Tahun 2002 berkemampuan kurang terdapat pada 
1 Mengelola Perubahan: 
- Baik 
2 Mengelola Konflik: 
- Kurang 91,5 
- Baik 8.5 
Jika kemampuan entrepreneurship. 
leadership dan rnanajerial dihubungkan 
dengan keikutsertaan responden daiam 
diklat penjenjangan seperti Adum, 
Sepala, Spama, maka dapat diiihat 
gambarannya dalam tabel 7 berikut ini. 
Untuk kemampuan enlrepreneur 
ship terlihat bahwa 62.5% kurang 
kemampuannya pada responden yang 
pemah diklat dibandingkan pada 18,0% 
yang belum pernah ikut diklat. Demikian 
pula pada 72,7% responden yang belum 
pernah diklat mernpunyai kemampuan 
leadership yang kurang dibanding 58.3% 
yang pernah diklat. 
Kemampuan manajerial yang 
dimaksud dalam tabel 7 meliputi 
mereka yang pernah ikut diklat 
penjenjangan dibanding yang belum 
pemah ikut diklat penjenjangan sebesar 
72.7%. 
Apl ikas i  Pemahaman Konsep 
Manajemen Strategik Mela lu i  
Penyusunan Rencana Strategik 
Pemahaman terhadap manajemen 
strategis dinilai dengan menggunakan 
ukuran normatif sebagaimana yang 
terdapat dalam tabel 8. Ukuran normatif 
yang digunakan dalam penelitian ini 
merujuk beberapa buku Manajemen 
Strategik, khususnya peiatihan rencana 
Strategik untuk RSUD dari Universitas 
Gajah Mada. tahun 2000. Waiaupun 
dalam penilaian nanti terlihat bahwa 
ukuran normatif belum atau tidak tercapai, 
analisis didasarkan juga pada hasil 
wawancara mendalam yang dilakukan 
dengan Kepala Dinas Kesehatan. 
Direktur Rumah Sakit dan Kepala 
Puskesmas. 
Tabel 7. Tabuiasi silang antara kemampuan entrepreneur, leadership dan manajerial dengan 
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1. Dlnas kesehatan 
a n g  m a n  
lun di dala 
:ana strate 
a jemen I 
Im aplikasi 
gis masih 
Did i  ahwa kepala dinas 
kesar~a iar i  uan  staf te lah faham 
tent i t rategis,  
narr kedalam 
renc ada yang 
belum iersurat secara jelas dan 










4. Kajian Faktor 
Internal 





















Visi mempakan ide garnbaran yang berfokus ke masa mendatang 
. dalam bentuk pernyataan yang mudah diingat 
Misi adaiah pemyataan organisasi yang mengemukakan keinginannya 
dilam jangka waktu yang panjang 
Tuiuan adalah upava meneriemahkan misi organisasi ke dalam bentuk 
target kinerja yang lebih spesifik dan dapat diukur. Biasan 
dijabarkan datam tujuan jangka p 
- 
Kajian faktor kekuatan dan keletr 
akurat 
Kajian faktor peiuang dan ancaman bagi organisasi dengz 
akurat 
Isu pengembanganlstrategik merupakan hasil kajian fakto 
dan ekstemal baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Di( 
sebagai arah pengembangan organisasi dan penetapan strategi 
Strategi urnum dletapkan dengar likan isu strategik dan 
umumnya terdiri dari strategi pert l u  strategi pengurangan 
kegiatan 
Strategi bisnis yang mengacu pada strategi UI 
Leadership, Dilferentiation dan Focus. 
- 
Strategi fungsional mengacu pada strategi bis...,, u,,.m., .... ,. 
program dan kegiatan dengan pentahapan per tahun. berisi: Tuiuan. 
Uraian Kegiatan. Ukuran Keberhasilan. Rencl 
Pengendalian & Evaluasi 
Dengan sebelumnya melakukan analisis sumL-. --,- 
analisis keuangan dan analisis terhadap stmktur organisa! 
Dilengkapi dengan rencana pengendalian penerapan strategi (Format 
dan kandungan rnaterinya) Juga penjadwalan pelaksanaan 
pengendalian tenebut 
num terdiri c 










s i  
merahnya. Demikian pula halnya 
dengan di rumah sakit, direktur dan 
staf telah faharn tentang manajemen 
strategis. Seda i 
belum dianju I 
perencanaan 
sehingga program oan Keglaran 








~ , ~ ~ .  . 
Kajian Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Soernartono) 
Gambaran pemahaman manajemen 
strategik dari Dinas Kesehatan 
seperti yang terlihat dalam tabel 9 
menunjukkan bahwa ukuran nonat i f  
yang digunakan mungkin belum 
tepat sehingga hasi l  penelit ian 
menunjukkan bahwa pemahaman 
manajemen strategik belum baik. 
Tetapi ha1 ini disebabkan karena di 
Kabupaten Lombok Barat (Lobar) 
dan Lombok Timur (Lotim) 
menggunakan kriteria Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemerintah sebagai 
panduan rnenyusun rencana shategi. 
sehingga tidak menyebutkan strategi 
umum, bisnis dan fungsional, letapi 
kebijakan, program dan kegiatan 
dengan pentahapan per tahun. 
Kegiatan per tahun in i  menjadi 
rencana operasional atau tahunan 
padatahun berjalandan diiejemahkan 
oleh setiap subdin untukdiiaksanakan. 
Puskesmas menerjemahkan kegiatan 
setiap subdin pada tahun berjalan 
tersebut k e  dalam rencana 
operasionalnya. 
Tabel 9. Pemahaman tentana Konseo Manaiemen Strateaik Dibandinakan denaan vana Normatif - " - - .  " 
d Dfnas Kesehalan Kaoupalen Lombo* Barat dan D nas KcsPltatsn KaD~prr'on Lombok 
T.mur Provlnsa husa Tengqara Barat. Tanun 2C02 






Nonnatif Kabupaten Lombok Barat 
Visi merupakan ide gambaran yang Ada. I 
berfokus ke rnasa mendatang 
dalam bentuk pemyataan yang 
mudah diingat 
Misi adaiah oemvataan oroenisasi I Ada. I 
yang meng&ukabn ke#ng~nannya 
normatif 
, . Tujuan adaiah upaya Ada, belum 
menejemahkan misi organisasi ke normatif 
dalam bentuk taroet kineria vana 
leo n speslf k dan aapal d Jkur 
6,asanya d1,amrkan aalam t~.uan 
,ang*a panjarq, menengah " I  oan 
pendek. I 
Kalian faktor kekuatan dan I Ada. data (6) 
Kabupaten 
Lombok Timur 
Ada, normatif I 
langsung ke 
sasaran 
I ~ a i i o r  I kelkmahan oraanisasi denaan data I ~ e l i m  nonialif I Beium nomkltif I 
~ ~ 
~0 ~ ~ - 
Internal I yang akurat 




Kajian faktor ptuang dan a m n  
baqi orqanisasi denqan data Vans 
Ada, data (-) 
Beium normatd 
Buieiin Por~eiaiari Sistem Kesahatnn -Vat.  6 .  No. 1 Juni 2x3: 1-47 
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merupakan hasil kajian faktor 
internal dan eksternal baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. 
Digunakan sebagai arah 
pengembangan organisasi dan 
penetapan strtegl 
Strategi umurn dltetapkan dengan 
memperhatikan isu strategik dan 
umumnya terdiri dari strategi 
penumbuhan atau strategi 
pengurangan kegiatan 
Strategi bisnis yang menpacu pada 
strategi umum terdiri dari Cost 
Leadership. Differentiation dan 
Focus. 
Strategi fungsional mengacu pada 
strategi bisnis, dijabarkan menjadi 
program dan kegiatan dengan 
pentahapan per tahun, berisi: 
Tujuan. Uraian Kegiatan. Ukuran 
Keberhasilan. Rencana 


















Belum norn ~ r n  ormatif 
Tersirat me uat Propram 
program ual kebijakan 
berdasarkan 
,an prioritas 
Belum nom Jm nonatif 
Tenirat me iiatan dibuat 
kegietan I masing- 
,,,.ding Subdin 




Tu juan sebaga i  perwu judan 
pencapaian misi belum disebutkan 
karena langsung di ter jemahkan 
sebagai tujuan dalam program dan 
kegiatan, hanya saja belum spesifik 
dan  dapat  diukur. Seba iknya 
tuiuan disebutkan sebagai upaya 
mener jemahkan m is i  k e  da lam 
sesuatu  yang  operasional  dan 








eksternal dltemukan isu strategis 
Y painya tujuan 
tl isu strategis 
11 kan sehingga 
terllhat runtutan pola pikir yang 
strategik khususnya da lam 
menghadapi berbagai perubahan 
eksternal yang cepat sekali terjadi. 
Terlihat bahwa pada isu strategik 
a tau  pengembangan masih ada  
Kajian Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Soemartonoi 
kelemahan untuk dapat dlpakai 
sebagai dasar penetapan 
strategi. Misalnya penetapan isu 
strategik di Lobar masih secara 
subyektif karena belum 
disebutkan data pendukung (fact 
based) dalam kajian faktor 
internal dan eksternal 
organisasi. Apabila istllah 
strategi umum, bisnis dan 
fungsional analog dengan 
kebijakan, program dan 
kegiatan, maka pola pikir 
strategik sudah dimiliki Dinas 
Kesehatan Lobar dan Lotim. 
Hanya seja perlu diperkuat 
dalam melakukan kajian faktor 
internal dan eksternal dengan 
penentuan isu strategik secara 
kuantitatif untuk lebih 
menjelaskan secara tepat arah 
strategi atau kebijakan. 
Disamping itu secara eksplisit 
analisis sumber daya manusie, 
keuangan dan struktur 
orgenisasi belum dilakukan 
padahal diperlukan untuk 
menjelaskan apakah strategi 
yang ditetapkan (strategi 
fungsional khususnye dalam ha1 
ini program dan kegiatan) dapat 
diterapkan pada kondisi 
organisasi yang demikian. Hal ini 
justru sangat penting dalam 
menjawab apakah renstra dapat 
dilaksanakan atau mungkin 
diperlukan melekukan beberapa 
laternatif yaitu perubahan 
strategi, penambahan fungsi karena 
struktur organisasi yang belum 
memungkinkan, penambahan 
tenaga atau pem-bentukan aliansi 
dan kerjasama lainnya atau mungkin 
juga pemangkasan atau 
penambahan anggaren. 
Dalam dokumen renstra sebaiknya 
menyebutkan rencana pengendalian 
penerapan strategi dan penjadwalan- 
nya. Karena dengan pengendalian 
setiap 3 bulan misalnya akan 
rnemudahkan penyusunan Lakip 
pada akhir tahun. 
2. Puskesmas 
Hasil kajien menemukan bahwa 
Puskesmas belum membuat 
rencana strategik karena kegiatannya 
berkaitan dengan program yang ada 
di Dinas Kesehatan. Tetapi ada 
Puskesmas yang mencoba membuat 
visi dan misi serta mengkaji data 
internal dan ekstemal baN setelah 
itu menurun program dari renstra 
Dinas Kesehatan. Walaupun renstra 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku dibuat oleh eselon dua, 
tetapi sebaiknya Puskesmas 
membuat perencanaan dengan 
menggunaken pola pikir manajemen 
strategis sehingga dapat menemukan 
program dan kegiatan yang local 
spesific. 
Tentang ha1 ini Kepala Dinas 
Kesehatan Masyarakat kabupaten 
Lombok Barat menyatakan bahwa 
mesih ada pemahaman yang kurang 
Guletln Penelitian Sislem Kesghatan - Vol 6. No I Jtln1 2003 1-17 
tentang manajemen strategik pada 
manajer menengah. Karena renstra 
seharusnya mengkerucut dalam 
penyusunannya sejak menetapkan 
visi, misi, tujuan, kebijakan, program. 
dan kegiatan. Ini akan reasonable 
, berdasarkan perencanaan yang local 
specificrnulai dari kabupaten sarnpai 
kecarnatan, desa atau kelurahan 
(dalarn ha1 ini Puskesmas). Tetapi 
yang terjadi saat ini, justru 
penterjemahan dari program ke 
kegiatan dilakukan oleh pelaksana 
program (Subdin) tanpa analisis 
keuangandan hanyamenggunakan 
data tahun lalu saja. Ada rencana 
akan dilakukan pelatihan tentang 
Manajemen Strategik dan Perencana- 
an Strategik untuk staf Dinkes dan 
P i  sehingga punya 
PC i yang sama dan 
bi; ah disetujui Pemerintah 
Kaouparen. 
Sedangkan kepala Dinas Kesehatan 
kabupaten LombokTimur menyatakan 
bahwa untuk Puskesmas di tahun 
2001 dan 2001 masih mengikuti pola 
lama yaitu langsung menyusun 
program dan kegiatan sesuai 
kebijakan Dinkes sehingga tidak 
local spesific. Pada tahun 2003. 
Puskesmas diminta membuat 
rencana yang local specific dengan 
gaya renstra dan diharapkan OMober 
2002 sudah jadi. Sebenarnya 
diinginkan pelatihan untukpenyamaan 
persepsi I pola pikir 







perencanaan, tetapi terbentur biaya. 
3. Rumah Sakii umum Kabupaten 
Di kabupate Barat belum 
ada Rumah ~ m ,  sehingga 
yang dianalis~s nanya di kabupaten 
Lornbok Tirnur yaitu Rumah 
Sakit Umum Sudjono - Selong. 
Pemahaman Manajernen Strategis di 
Rurnah Sakit Urnurn (RSU) Sudjono 
Selong Kabupaten Lombok Tirnur 
melalui penyusunan rencana strategis 
rurnah sakit seperti pada 
tabel 11 di t 
Rumah sa mggunakan 
kriteria Akuratavw~as n~nerja lnstansi 
Pemerintah sebagai panduan 
menyusun rencana strategi, sehingga 
tidak menyebutkan strategi umum, 
bisnis danfungsional, tetapi kebijakan, 
program dan kegiatan dengan 
pentahapan per tahun sama Sepefli 
di Dinas Kesehatan kabupaten Lobar 
dan Lotim. Kegiatan per tahun ini 
seharusnya menjadi rencana 
operasional atau tahunan pada 
tahun berjalan dan diterjemahkan 
oleh setiap bagian dan instalasi 
untuk dilaksanakan tetapi ternyata 
belum dilaksanakan sebagaimana 
yang diharapkan. 
Pola pikir strategik sudah dimiliki 
RSU Sudjono Selong. Hanya saja 
pedu diperkuat dengan meiakukan 
kajian faktor internal dan eksternal 
dengan penentuan isu strategik 
secara kuantitatif untuk lebih 
menjelaskan arah strategi atau 
!n Lombok 
Sakit Umi 
~.~ L-- .  . 
tergarnbar 
)awah ini. 
kit ini mc 
..-L:*.-- 3,: 
Kalhr! Korndm&!uan Surnber Daye Marlusia Kesahatan (S@ernsnonc) 
kebijakan. Isu strategik terlihat masih 
ada kelemahan untuk dapat dipakai 
sebagai dasar penetapan strategi. 
Karena penetapan isu strategik 
tersebut secara subyektif dan belum 
disebutkan data pendukung (fact 
based) dalam kajian faktor internal 
dan eksternal organisasi. 
Sama seperti di Dinas Kesehatan, 
ada beberapa komponen dari 
rencana strategis yang belum 
optimal seperti pentejemahan misi 
dalam tujuan yang spesifik dan dapat 
diukur. Demikian pula pelaksanaan 
analisis sumber daya manusia, 
keuangan dan struktur organisasi 
belum dilakukan, tennasuk rencana 
pengendaiian penerapan strategi 
dan penjadwalannya yang seharusnya 
tercantum dalam dokumen renstra 
RSU. 
Tabel 11. Pemahaman tentang konsep manajemen strategik dibanding dengan yang normatif 
di Rumah Sakit Umum IRSU) "Sudiono" Selonq kabupaten Lombok Timur, Drovinsi 
Nusa Tenggara Barat, iahun2002~ 
- 
lebih spesifik dan dapat diukur. Biasanya 
Bdeltn Penelifcan Slsteln Kesrhatan - Vol 6 k!o 1 .JU~II 2001. 1-37 



















Strategi bisnis yang rnengacu pada strategi 
umum terdiri dari Cost leaden hi^ 
Differentiation dan Focus. 
Strategi fungsional mengacu padb =cratayt 
bisnis, dijabarkan menjadi program dan 
kegiatan dengan pentahapan per tahun, berisi: 
Tujuan, Uraian Kegialan. Ukuran 
Keberhasilan, Rencana Peiaksanaan. 
Pengendalian 8 Evaiuasi 
Dengan seblumnya melakukan r 
sumberdaya manusia, analisis ke 
anallsis terhadap struktur organis, 
Dilengkapi dengan rencana pengendalian 
penerapan strategi (Format dan kandungan 








Tidak ada, karena 
strategi umum langsung 
ditejernahkan menjadi 
program dan kegiatan 
Tidak norrnatif 
Tidak ada, karena 
strategi umum langsung 
dilerjernahkan menjadi 




Berdasarkan hasil kajian dap-t 
disirnpulkan beberapa ha1 sebag 
berikut. 
1. Kemampuan entrepreneursh'- 
51,40% responden masih kurar 
meliputi komponen-kompon~ 
pemasaran, optirnisme, keberani, 
rnengambil 1st 
terhadap ha 
2. Kemampue O h  
responden rnasln Kurang, IeMarna 
untuk komponen suportif dan 
orientasi prestatif. 
3. Kernampuan manajerial terutarna 
untuk komponen mengelola konflik 




- ~ ~ ~ ,  
san dalarn 
dengan 
I n  responds 
~ ~,.,-, . 
komponen aplikasi dari rnanajemen 
strategik melalui rencana strategik 




en pada ketiga 
aspeK yang ollaKuKan dengan teknik 
angket bukan dengan observasi, dan 
pengukurannya dilakukan pada 
korn~oner, konatif dan aspek sikap. 
n untuk melakukan tindak 
lanji I ini dengan melaksanakan 
C a p a ~ r d ~  oorlding rneialui pelatihan 
khususnya pada komponen pemasaran 
dalarn kemampuan entrepreneurshipdan 
Disarankal 
rt dari kajiar 
n..;, 
Kajtan Kemampuati Sumber Daya Manusia Kesehatan (Soemartonoj 
melakukan penyegaran kembali secara 
apiikatif dari manajernen strategis dalam 
penyusunan rencana strategis institusi. 
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